
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR 42- TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN 

NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN 
DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Ketentuan 
Pasal 26 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dalam ketentuan Pasal 264 ayat 
(2) bahwa Rencana Keija Pembangunan Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Keija Pembangunan Daerah, 
dengan adanya Perubahan Anggaran Kabupaten Katingan 
Tahun 2018 yang disebabkan oleh penambahan atau 
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan 
atau penghapusan kegiatan, pergeseran kegiatan antar Satuan 
Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) serta adanya kegiatan- 
kegiatan lanjutan Tahun 2017 dan/atau kegiatan 
baru/altematif yang harus ditampung, sehingga perlu 
dilakukan Perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah 
Kabupaten Katingan Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah 
Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
Pembangunan Jangka Panjang Naaumri Tahun 2005 202 
(i «mbaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor , 
T^mbSan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
“ undang Nomor g23 TahSn 2014 tentang Pemenntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lridone^a Tahuio 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa k^i terakhi , 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tah^  2°  
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
Dorotnran Nnmnr ^ onrio 4-0̂ 1 i-o

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6056);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
994);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Pembangunan Wilayah terpadu;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 718);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2005 Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 
(Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005 Nomor 
16);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);

18. Peraturan Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 2017 tentang 
Rencana Keija Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 
2017 Nomor 360);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 2017 
tentang Rencana Keija Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 
(Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 360), diubah sebagai 
berikut:

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A 
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Perubahan Rencana Keija Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan 
Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Keija Pembangunan Daerah, disusun dengan 
sistematika sebagai berikut:

1. BAB I 
o BAB H 
3 BAR ITT

/C T“> A TT 7
U «  J L U - /  X  V

PendahuJuan
Evaluasi Hasil Triwulan IT (Triwulan II) Tahun Berkenaan 
Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
B 'C  l T ' r  n<»oroVi

. , ^ r s t v -  n  ^  n  p . ^  a  /
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2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, sehingga 
berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keija Pembangunan 
Daerah, RKPD Perubahan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi 
pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuai dengan 
perkembangan keadaan, yang meliputi :
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan 

daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program 
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. keadaan menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya 
harus digunakan tahun berjalan.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 10A, 
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Uraian beserta isi Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 
Kabupaten Katingan Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 5A

#

Pasal 10A

Pasal II

;RAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR .... ^6 %

H KABUPATEN KATINGAN,
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